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L E M B A R AN   D A E R A H 
KABUPATEN   BALANGAN 
NOMOR  05 TAHUN 2009 

 
 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN BALANGAN 
NOMOR  05  TAHUN 2009 

 
T E N T A N G 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BALANGAN NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI 

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN 

AKTA CATATAN SIPIL 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG MAHA  ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 
 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka peningkatan 

permohonan pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta surat-
surat keterangan kependudukan lainnya serta 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui 
pungutan retribusi, dipandang  perlu mengatur 
besarnya retribusi biaya pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka 

SALINAN 
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perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Balangan Nomor 09 Tahun 2006 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;  

 
Mengingat  :  1.   Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019);  

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Ripublik Indonesia Nomor 4265); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Ripublik 
Indonesia Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4389); 

7. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 
3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  



 4 

1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 4737); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-
PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
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16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Dibidang R etribusi Daerah; 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 

02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Nomor 43); 

 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 

03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Nomor 44); 

 
 
 

Dengan  Persetujuan Bersama 
 
 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH 
KABUPATEN  BALANGAN 

dan 
BUPATI BALANGAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
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BALANGAN NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK 
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA 
CATATAN SIPIL. 

 

Pasal I 
 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan 
Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan  Tahun 2006 Nomor 09 Seri C Nomor 07, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15), diubah 
sebagai berikut : 
 
1.   Ketentuan BAB V Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 dihapus.   
2. Ketentuan BAB V Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah, sehingga   

berbunyi sebagai berikut : 
 c. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga  Daerah  Rp. 1.000,- 

3. Ketentuan BAB V Pasal 8 ayat (2) ditambah,  sehingga  berbunyi 
sebagai berikut : 
d. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga  Nasional  Rp. 4.000,-  

4. Ketentuan BAB XIII  Pasal 17  ayat (1) diubah,  sehingga  berbunyi 
sebagai berikut : 
1. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 17 

Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta 

rupiah). 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. 

 

 
 

Ditetapkan di  : Paringin 
pada tanggal  : 12 Januari  2009 
   

 BUPATI BALANGAN, 
           

 Ttd 
 

 H. SEFEK EFFENDIE 
 

 
 
 
Diundangkan di Paringin 
pada tanggal  12 Januari  2009 
 
 
SEKRETARIS  DAERAH 
KABUPATEN  BALANGAN, 
 
Ttd 

 
H. M. RIDUAN DARLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  BALANGAN 
TAHUN  2009  NOMOR 05 

 


